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PENDAHULUAN

Prinsip "Al Yaginu La Yuzalu Bi Al-Syakk™ (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh
keraguan) dan "Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah" (pada dasarnya seseorang terbebas dari
tanggungan) merupakan dua kaidah fundamental dalam hukum Islam yang memiliki
hubungan yang erat dan saling menguatkan. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai pedoman
dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan kehidupan sehari-hari, terutama ketika
menghadapi situasi yang tidak pasti atau ketika bukti-bukti yang ada tidak konklusif. "Al
Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakk™ menetapkan bahwa sesuatu yang telah diyakini kebenarannya
tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan, sehingga memberikan stabilitas dan
kepastian dalam penerapan hukum. Sementara itu, "Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah"
menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang tidak memiliki kewajiban atau tanggungan
kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak
individu dan mencegah tuduhan atau tuntutan yang tidak berdasar. Kedua kaidah ini saling
melengkapi dalam memberikan kerangka hukum yang adil dan seimbang, di mana keyakinan
yang sudah mapan dilindungi dari keraguan yang tidak beralasan, dan individu dilindungi
dari kewajiban atau tuduhan yang tidak terbukti. Dalam praktiknya, penerapan kedua prinsip
ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan muslim, mulai dari ibadah hingga
muamalah, di mana keduanya bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang memberikan
kepastian namun tetap fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks dalam
kehidupan modern. Dengan demikian, hubungan antara kedua kaidah ini tidak hanya penting
dalam konteks teoritis hukum Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan
dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memberikan panduan yang jelas
dalam pengambilan keputusan hukum dan etika dalam masyarakat muslim.

PEMBAHASAN

Kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah, yang menegaskan bahwa pada dasarnya
seseorang terbebas dari tanggungan, memiliki penerapan yang signifikan dalam akad
Wakalah dan Kafalah dalam hukum Islam. Dalam konteks Wakalah atau perwakilan, kaidah
ini berfungsi sebagai perlindungan bagi wakil (penerima kuasa) dengan menetapkan bahwa ia
tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi selama menjalankan
tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan batasan yang diberikan oleh muwakkil
(pemberi kuasa). Hal ini memberikan rasa aman bagi wakil dalam menjalankan amanahnya,
selama tidak terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Sementara itu,
dalam akad Kafalah atau penjaminan, penerapan kaidah ini memiliki implikasi penting bagi
kafil (penjamin). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggungan kafil terbatas pada apa yang
telah disepakati secara eksplisit dalam akad. Ini berarti bahwa kewajiban kafil tidak dapat
diperluas melebihi apa yang telah disetujui, kecuali ada bukti yang jelas menunjukkan
sebaliknya. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai besarnya tanggungan, pernyataan kafil
yang akan dipegang sebagai acuan, selama tidak ada bukti yang membantahnya. Penerapan
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kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah dalam kedua akad ini mencerminkan prinsip keadilan
dan kepastian hukum dalam Islam. Ini memberikan kejelasan mengenai batas-batas tanggung
jawab pihak-pihak yang terlibat, mendorong kejujuran dan itikad baik dalam bertransaksi,
serta melindungi hak-hak individu dari tuntutan atau kewajiban yang tidak berdasar. Lebih
jauh, kaidah ini juga memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan menyediakan panduan
dasar untuk menentukan beban pembuktian dan tanggung jawab. Namun, penting untuk
dicatat bahwa penerapan kaidah ini bukanlah sesuatu yang kaku. Dalam praktiknya, para ahli
hukum Islam mengakui bahwa mungkin ada situasi di mana pengecualian terhadap kaidah ini
diperlukan demi mencapai keadilan yang lebih besar atau melindungi kepentingan pihak yang
lebih lemah. Dengan demikian, penerapan kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah dalam akad
Wakalah dan Kafalah harus selalu mempertimbangkan konteks, maslahat, dan prinsip-prinsip
keadilan Islam secara keseluruhan.
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